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Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 244 Tahun 1993
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Pembukaan dan Penegerian Madrasah
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Dipindai dengan CamScanner
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KEPUTUSAN MENTERT AGAMA REPUBLIK INDONESTIA
L NOMOR 244 TAHUN 1993
PUECNCT-A N .G
! PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
A MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
hhnimbang : béhwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidik-
b an, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madra -
sah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di
sekitarnya.
Menq‘rgat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
? Nasional ;
; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990
{ tentang Pendidikan Dasar ;
i 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990
F.‘ tentang Pendidikan Menengah ;
ﬁu 4. Keputusan Presiden Republik TIndonesia Nomor 44 tahun 1974
B’ tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
Ef’ A 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984
- tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen se-
%y bagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presi-
!‘1

den Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1093

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Ke-
budayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 19%5, Nomor

. 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu
Pendidikar pada Masyarakat ;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 ( disempurna -
kan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan
Nomor 45 tahun 1981 tentang Penvempurnaan Susunan Organisa-
si dan Tata Keria Departemen Agama seba2uai pelaksanaan -
Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978

.
»

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara de-
~ Pgan surat Nomor B-1063/1/93 tanggal 1 Oktober 1993.

MEMUTUSKAN

. ¢ KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK TNDONESTA TENTANC PEMBUKAAN
- DAN PENEGERTAN MADRASAH
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Pertama

Kedua

Ketiga

Kelima

Keenam

Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan II Keputusan ini

: Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

..

Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetap
kan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal
1 sampai dengan Pasal 9;

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetap-
kan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal
1 sampai dengan Pasal 9;

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Ker ja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1
sampai dengan Pasal 9;

Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh
Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Ne
geri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawi-
yah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah
Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang

bertentangan dinyatakan tidak berlaku;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Oktober 1993

~ﬁtN_ REPUBLIK INDONESIA
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Tembusan :

1,

3L
3
33
14.

15,

Menko Kesra;

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;

Menteri -Dalam Negeri RI;

Menteri Keuangan RI;

Xomisi TX DPR-RI;

Litjen Anggaran Departemen ¥euangan RI;

Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/
Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;

Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;

Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/
Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai

di lingkungan Dep. Agama di Jakarta:

Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
Para Kepala Kantor Dep, Agama/Kodya di seluruh Indonesia;

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;

Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi.

Yang bersangkutan untuk diketahui.
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NAMA SEKOLAH

PERUBAHAN DARI

Madirasah Isanawivah
Mandgempane

Madiasah Toanawivah
Patas

Madrasah T:
G limanuk

anawlivah

Madrasah
Sumbawa Booar

Taanawlvah

Madrasah Tsanawiyah
Empang

Madrasah Tsanawivah
Kalabahi

Madrasah l=anawiyah
Dokir 1 Tidore

Madrasah Tsanawiyah
Masoh

~dhiawlyah Neger)
Ma’rang Pangkatene Filial

Madrasah Tsanawiyah Neueri
Amlapura filial Patas

Madrazah Tsanawiyvah Negeri
Amlapura Filial Gilimanuk

Madrasah Iwanawiyah Negeri
Praya Fi1lial Sumbawa BResar

Isanawiyah Negeri
Raba Fi)ial Cmpang

lsanawiyah Negeri

Kupang t 11ial Kalabahi

Madrasah Tsanawiyah Neger 1
Ternale Filial Ookiri

Madrasah Toanawiyah Negeri
Masohi

KAB. /KODYA
Negeri | Kab. Barru Madrusuﬂ |
Manasmpana
Neaeri Kab. Buleleng
Negeri Kab . Jembrana
Neger i Kab. Sumbawa
Negeri Kab. Sumbawa Madrasah
Negeri Kab. Alor Madrasah
Negeri Kab . tHalamahera
Tengah
Negeri Kab. Maluku Tengah
Ambon Fitial
T
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